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PETUNJUK OPERASIONAL 

PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN DAN NERACA BAHAN MAKANAN 

TAHUN ANGGARAN 2021  
 

 

 

1. TugasPokokdanFungsi Unit KerjaPengelolaKegiatan 
 

BerdasarkanPeraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor8Tahun 2016tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 

BidangDistribusidanKetersediaanPanganmempunyaifungsisebagaiberikut : 

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusipangan. 

b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan 

urusan di bidangketersediaan pangan dan distribusipangan. 

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Distribusipangan. 

d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan 

Distribusi pangan. 

e. Penyiapan pemantapan program di bidang Ketersediaan pangan dan Distribusi Pangan. 

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan 

pangan dan Distribusi Pangan dan. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dangan tugas dan 

fungsinya. 

 

SedangkanTugas Sub BidangKetersediaan Pangan dan DistribusiPanganadalah: 

Mengonseprencana, membagitugas, member 

petunjukkepadabawahandalampelaksanaankegiatan Sub BidangDistribusi, 

AksesPangandanHargaPangansertamenyiapkanbahanpembinaandanpetunjukdalamperum

usandanpelaksanaankebijakanteknis, program kerjadankegiatan yang 

berkaitandenganpenyelenggaraanurusan yang menjadikewenangan sub bidangDistribusi, 

AksesPangandanHargaPanganberdasarkanperaturanperundang-

undangansebagaipedomanpelaksanaantugas agar berjalansesuaidenganketentuan. 

 

2. Masalah yang Dihadapi 

 

 Permasalahan yang 

dihadapidalammelaksanakantugasdanfungsiadalahmasihadanyadaerah di 

KabupatenPesisir Selatan yang tergolongkategorirawanpangandan tingkat pendistribusian 

Jaringan dan Harga pangan masihbelum stabil dan Spekulan yang tidak sehat, 

sehinggamelaluiPemantauan Jaringan Distribusi harga Pangan diharapkaninformasi dan 

flutuasi harga dapat diketahui untuk mengambil kebijakan selanjutnya 

untukmewujudkanKestabilan harga ditingkat petani sehinggadapatbersaing dalam 

pembelian, dan penjualan bahan pangan.Upayatersebutdilakukanmelaluipemantauan 
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jaringan distribusi dan harga bahan pangan 

dimasyarakatsecaraberkelanjutansehinggatercapaikestabilan harga dan pasokan keluar-

masuk bahan pangan. 

 

3. KondisiSebelumKegiatandilaksanakan 

a. Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan (Pasokan pangan, Akses Pangan dan Harga 

Pangan dan HBKN) di Kabupaten Pesisir Selatan di mulai pada tahun 2009 dengan 

Program dari Propinsi Sumatera Barat dan Tahun 2021 ini anggarkan melalui dana 

APBD Kabupaten Pesisir Selatan 

b. Sub KegiatanPenyediaan Informasi Harga Pangan Dan Neraca Bahan 

Makanandilakukan disetiap Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan terutama 

pasar Kecamatan 

4. Tujuan 

  TujuanSub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Dan Neraca Bahan 

MakananadalahuntukmewujudkanKestabilan harga ditingkat petani sehinggadapatbersaing 

dalam pembelian, pengolahan dan penjualan gabah. 

 

5. Sasaran 

  Sasaran yang ingindicapaimelaluiSub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan 

Dan Neraca Bahan Makanan adalah pasar kecamatan dalam Kabupatenm Pesisir Selatan 

untuk mendapatkan Informasi Harga. 

 

6. Dana 
 

1. Dinas / Instansi  :DinasPanganKabupaten Pesisir Selatan 

2. Program    : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian & 

Perkebunan) 

3. NamaSub Kegiatan  : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca 
  Bahan Makanan 

4. SifatKegiatan   : Lama/Lanjutan Kegiatan Propinsi 

5. BagianBelanja   : Langsung 

6. JumlahBiayaKegiatan Perubahan : Rp  13.488.320,- 

7. KondisiSebelumKegiatan 

8. Dilaksanakan   : - 

9. waktuPelaksanaan  : Januari - Desember 202( 12 Bulan ) 

10. PejabatPelaksanaTeknis 

a. Kegiatan   Nama  : Fetmawati, SP 

b. Jabatan   : Kepala SeksiDistribusiPangan 

11. Bendahara Pengeluaran: 
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a. Nama     :Roza Lina Alda,SKM 

b. Jabatan    : StafDinasPangan 

12. Lokasi Kegiatan  : 15 Kecamatan dalam Kabupaten  Pesisir Selatan. 

13. TolakUkurIndikator  

a. Masukan 

1. Dana Tersedia :Rp 13.488.320,- 

2. Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2021 ( 12 Bulan ) 

14. Keluaran    : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca 
  Bahan Makanan 

15. Hasil    :Tersedianya informasi Harga, Pasokan Pangan dan  

   Neraca Mahan Makan 

16. RincianBiayaKegiatan perubahan yang tercantumdalam DPA TahunAnggaran 

2021sebagai: 
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7. Hasil-hasil 

a. Input  :Jumlahdana yang dibutuhkan : Rp.13.488.320,- 

JangkaWaktuPelaksanaan:12Bulan (Januari s/d Desember) 

b. Output :TerlaksananyaSub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan  
dan Neraca  Bahan Makanan 
c. Outcomes: Tersedianya Informasi Harga, Pasokan Pangan dan  

Neraca Bahan Makanan 

d. Impact : Tersedianya informasi Harga, Pasokan Pangan dan Neraca  

Bahan Makanan 

e. Benefit :Termotivasinyamasyarakatdalampengendalian dan informasi harga    dan 

pasokan pangan 

 

 

8. Keterkaitandengan Unit Kerja Lain 

Sub KegiatanPenyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan 

MakananberhubungandenganSekdaKab/Badan/Dinas/Kantor se-KabupatenPesisir 

Selatan. 

 

 

9. OrganisasiKegiatan 

Denganmengacukepada : 

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan 

bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan 

mempertanggungjawabkan urusan ketahanan pangan 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah 

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

f. Peraturan Presiden Nomor 83Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan 

g. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal 

h. PeraturanBupatiPesisir Selatan Nomor :2Tahun 

2021tentangPenjabaranAnggaranPendapatanBelanja Daerah (APBD) KabupatenPesisir 

Selatan TahunAnggaran 2021. 
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i. KeputusanBupatiPesisir Selatan Nomor : 900/23/Kpts/BPT-PS/2021, 

tentangPenunjukanPegawaiNegeriSipilMenjadiPenggunaAnggaran, 

KuasaPenggunaAnggarandanBendaharaPengeluaranPadaDinasPanganKabupatenPesi

sir Selatan TahunAnggaran 2021. 

 

9.1 . StrukturOrganisasi 

DitetapkanSusunanOrganisasipadaSub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga 

Pangan dan Neraca Bahan MakananTahunAnggaran 2021adalahsebagaiberikut : 

a. Penanggungjawab Program/PenggunaAnggaran, 

KepalaDinasPanganKabupatenPesisir Selatan. 

b. PenanggungjawabKegiatan/KuasaPenggunaAnggaran, 

KepalaBidangKetersediaandan Distribusi 

PanganpadaDinasPanganKabupatenPesisir Selatan. 

c. PejabatPelaksanaTeknisKegiatan (PPTK) Kepala Seksi Distribusi 

PanganpadaDinasPanganKabupatenPesisir Selatan. 

d. BendaharaPengeluaranStafDinasPanganKabupatenPesisir Selatan. 

e. StafPengelolaKegiatanStafDinasPanganKabupatenPesisir Selatan. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

SUB KEGIATANPENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN  
DAN NECARA BAHAN MAKANAN 

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KEPALA DINAS PANGAN 
 
 

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM / 
PENGGUNA ANGGARAN 

KABID KETERSEDIAAN DAN KETERSEDIAAN 
PANGAN 

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN / KUASA 
PENGGUNA  ANGGARAN 

KEPALA SEKSI DISTRIBUSI PANGAN 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 

STAF DINASBADAN KETAHANAN PANGAN 
DAN PENYULUHAN 

 
STAF PENGELOLA KEGIATAN 

STAF DINAS PANGAN 

BENDAHARA PENGELUARAN 

SEKRETARIS DINAS PANGAN 

PPK 
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9.2 TugasdanTanggungJawab 

 

DenganmempedomaniSuratKeputusanBupatiPesisir Selatan danPeraturan 

yang berlaku, makasecararincitugasmasing-

masingunsurpengelolakegiatanadalahsebagaiberikut : 

A. PenanggungJawab Program/PenggunaAnggaran 

9.A.1 Memberikanarahandanpetunjukumumdalamrangkamengoptimalkan

sumberdaya yang adabagipelaksana program dankegiatan. 

9.A.2 Melakukankegiatan monitoring danpengendalianataspelaksanaan 

program dankegiatan. 

9.A.3 MemberikanlaporankepadaBupatiataspelaksanaan program 

dankegiatan yang terdapatpadaDokumenPelaksanaanAnggaran 

(DPA) tahunanggaran yang bersangkutan. 

9.A.4 Mempertanggungjawabkan, 

menandatanganidanmemeriksaseluruhdokumen paling lambat 1 x 3 

bulan. 

9.A.5 MenandatanganiSuratPernyataanTanggungJawabPenggunaAnggar

an. 

9.A.6 Menandatangani SPM. 

9.A.7 Mengelolahutangpiutang yang menjaditanggungjawabOPD. 

9.A.8 MenyusundanmenyampaikankeuanganOPD. 

9.A.9 MengawasipelaksanaananggaranOPD 

9.A.1

0 

Melaksanakantugas-

tugasPenggunaAnggaran/PenggunaBaranglainnyaberdasarkankua

sa yang dilimpahkanBupatimelaluiSekretaris Daerah 

selakukoordinatorpengelolakeuangandaerah. 

 
\ 

B. PenanggungJawabKegiatan/KuasaPenggunaAnggaran 

9.B

.1 

MembantuPenanggungJawabKegiatandalammelakukantugas yang 

dilimpahkandenganpertimbanganbebantugasdanrentangkendali/komp

etensidanpertimbanganlainnya. 

9.B

.2 

Pelimpahankewenangantersebut, ditetapkandenganKeputusanKepala 

Daerah atasusulKepalaOPD.       
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C. PejabatPelaksanaTeknisKegiatan (PPTK) 

 

9.C.1 MenyiapkanOrganisasiPengelolaKegiatan. 

9.C.2 Mengendalikanpelaksanaankegiatan. 

9.C.3 MengusulkankebutuhanbiayabulanankegiatankepadaPenggunaA

nggaran/KuasaPenggunaAnggaran. 

9.C.4 Melaporkanperkembanganpelaksanaankegiatan. 

9.C.5 Menyiapkandokumenanggaranatasbebanpengeluaranpelaksanaa

nkegiatan. 

9.C.6 Dan tugas-tugaslainnyasesuai yang 

diaturdalamKeputusanPresidenNomor : 80 Tahun 2003 

tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah

. 

 

D. StafPengelolaKegiatan 

Membantupelaksanaankegiatandalampelaksanaantugaspenatausahaan/

administrasisesuaidenganpetunjukpelaksanakegiatan. 

 

E. BendaharaPengeluaran 

9.E.1 MelaksanakanpenatausahaanpengeluaranterhadapBelanjaLang

sung (BL), UangPersediaan (UP), GantiUang (GU) 

danTambahUang (TU). 

9.E.2 Mengajukan SPP-BL, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU kepada 

PA/KPA melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD. 

9.E.3 Mencatat SPP yang diajukankedalamregistardibuat 3 (tiga) 

rangkap (lembar 1,2) untuk PPK-

OPDdalamlembarketigauntukarsipbendahara. 
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DemikianPetunjukOperasional (PO) inidibuat, untukdipergunakansesuaiketentuan 
yang berlakut. 

 
  

Painan, Januari 2021 

  
 
 

 
DiketahuiOleh : 
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